PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 010 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang . a. bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas

Mengingat

pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara
pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus
dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan
seluruh masyarakat tentang peningkatan pelayanan
publik ;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pelayanan Sekretariat Daerah
Kabupaten Brebes yang transparan dan akuntabel
serta efektif dan efisien, perlu disusun Standar
Pelayanan Publik ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Publik Di
Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil ;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri
Sipil yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai
Negeri Sipil ;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah ;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman
Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor KEP/26/M.PAN/7/2/2004 tentang Petunjuk
Teknis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam
Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-496
Tahun 2010 tentang Pemberhentian Sementara
Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah ;

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 12 Tahun 2000 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 ;

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah ;

Peraturan Bupati Brebes Nomor 003 Tahun 2009
tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian
Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah
Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN



Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR

PELAYANAN PUBLIK DI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BREBES.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Brebes ;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah ;

Bupati adalah Bupati Brebes ;

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Brebes ;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes ;
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes ;

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau
pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik ;

Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai
kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan
yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur ;

Persyaratan Pelayanan adalah persyaratan teknis dan administrasi yang
diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya ;

Prosedur Pelayanan adalah kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan ;

Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah
setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang
dibentuk berdasarkan Undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan
badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik ;



12. Atasan satuan kerja penyelenggara adalah pimpinan satuan kerja yang
membawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja yang
melaksanakan pelayanan
publik ;

13. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi
Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada
di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen
yang dibentuk berdasarkan Undang — undang untuk kegiatan pelayanan publik
dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan
publik ;

14. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat,
pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi
penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan
pelayanan publik ;

15. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai
orang-perorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai
penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak
langsung.

BAB I
VISI DAN MISI

Pasal 2

Visi Sekretariat Daerah yaitu “ Pelayanan Prima Bidang Administrasi Pemerintahan
dan Pembangunan Dalam Mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efekitif,
Efisien dan Akuntabel.

Misi yang akan dijalankan oleh Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan
kepada SKPD ;

Meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM ;

Mewujudkan Good Governance ;

Menyusun kebijakan pemerintahan daerah ;

Menyediakan pelayanan prima bagi masyarakat ;

Meningkatkan sarana dan prasarana kerja yang memadai.

~pooyT

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Maksud ditetapkan Standar Pelayanan Publik di Sekretariat Daerah adalah untuk

memberikan pedoman pelayanan dan kepastian hukum dalam hubungan antara
masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.



Pasal 4
Tujuan ditetapkan Standar Pelayanan Publik di Sekretariat Daerah adalah :
a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggungjawab,
kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan
pelayanan publik ;

b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak, tertib dan
lancar ;

c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
Pasal 5

Standar Pelayanan Publik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran | Peraturan ini.

Pasal 6
Mekanisme pelayanan Sekretariat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Il Peraturan ini.

Pasal 7

Mekanisme pengaduan pengguna pelayanan Sekretariat Daerah, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il Peraturan ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD.



Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkandi Brebes
pada tanggal 1 Maret 2011

BUPATI BREBES,
WAKIL BUPATI

Cap ttd

AGUNG WIDYANTORO

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 2 Maret 2011
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Cap ttd

IrrHERU PRASTISTO

Pembina Utama Muda

NIP.16551024 198209 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2011 NOMOR 10



